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TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KOTA CIMAHI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Seckretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawal Negeri Sipil Republik
Indonesia Kota Cimahi, maka dipandang perlu untuk
menyusun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada
Sckretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil
Republik Indonesia Kota Cimahi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan
Walikota Cimahi tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian
Tugas pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawal
Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Cimahi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
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11.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 358 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Esclonisasi
Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan
Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawal
Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawal Negeri Sipil Republik
Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri
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Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012

tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri
Sipil Republik Indonesia Kota Cimahi (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 143 Seri D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS PADA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK
INDONESIA KOTA CIMAHI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

AW N =

o v

9.

10.

11.

Daerah adalah Kota Cimahi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Cimahi.
Walikota adalah Walikota Cimahi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vyang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Cimahi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota
dalam penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daecrah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk
menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi
meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesctiaan
kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif,
profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI
Kota Cimahi.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Kota Cimahi.

Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris KORPRI Kota Cimahi.
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BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia Kota Cimahi adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Seckretariat
Dewan  Pengurus Korps Pegawai  Negeri  Sipil  Republik
Indonesia Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan acuan bagl Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Cimahi.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 Agustus 2012

WALIKOTA CIMAHI,
Ttd.

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 4 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI \#

M Drs. H. BAMBANG ARIE NUGROHO, M.M.
" Pembina Utama Muda
NIP. 19550308 198303 1 005

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2012 NOMOR 153 SERI D

.




o PEMERINTAH KOTA CIMAHI

-égi SEKRETARIAT DAERAH

NN JI. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
RS TELP. 6654274, 6419316641963 Fax.6654274 PSW. 125/113 CIMAHI 40513

Cimahi, 5 Desember 2012

Kepada

Yth. Kabag Hukum Sekretariat Daerah

Kota Cimahi
di-

CIMAHI

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 060/2% /Org/Xil/2012

URAIAN BANYAKNYA

KETERANGAN

Peraturan Walikota Cimahi No. 15 Tahun 2012 |1 ( satu )| Demikian agar
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian | berkas maklum dan untuk
Tugas pada Sekretariat Dewan Pengurus bahan selanjutnya.

Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia
Kota Cimahi

Peraturan Walikota Cimahi No. 16 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada
Lembaga Teknis Daerah dan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi

Berita Daerah Kota Cimahi No. 153 Tahun
2012 Seri D tentang Peraturan Walikota
Cimahi No. 15 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Negeri Republik Indonesia Kota Cimahi

Berita Daerah Kota Cimahi No. 154 Tahun
2012 Seri D Peraturan Walikota Cimahi No. 16
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun
2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas pada Lembaga Teknis Daerah dan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Cimahi

a.n. KABAG ORGANISASI SETDA KOTA CIMAHI
KASUBAG KELEMBAGAAN DAN ANFORJAB

<M
’ ~

RINA ERLINA, S.Sos
Penata Tk. |
NIP. 19690408 199603 2 003
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